BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

DAN BANTUAN HUKUM |ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
a. Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Figh

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang
berhubungan dengan hukuaklifi maupun hukunwad’i bisa bernilai
sah dan bisa berniléasad(fasid) ataubatal (batil). Fasaddanfasakh
nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnyd pkakawinan
karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaaararikeduanya,
sebab apa yang disebigisakholeh sebagian dianggap sebatmsad
oleh sebagian yang lain.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebgt ju
fasakh Fasakhberarti rusak. Karena berdasarkan pengamatami ka
terhadap literatur figih, tidak kami temukan ladi pembatalan
perkawinan. Hukum islam hanya mengatur poligambatas, tidak
mengatur atau mengenal pembatalan atas perkavatau ternyata di
dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahanlagi hubungan

yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.

! Rahmat HakimHukum Perkawinan IslanBandung: CV.PustakaSetia, 2000. hal. 187.
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia MenBerundangan Hukum Adat
Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2003. hal41.
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Arti fasakhialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti
bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkas @geamintaan salah
satu pihak oleh hakim Pengadilan AganfaTuntutan pemutusan
perkawinan ini disebabkan karena salah satu pirakemui cela pada
pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yanlynbediketahui
sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dastasgikhadalah hak
suami atau istri, tetapi dalam pelaksanaan lebitydla dilakukan oleh
pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkilsebabkan karena
suami telah mempunyai hak talak yang diberikan age@padanya.

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dakam ar
istilah adalah membatal dan lepasnya ikatan peneawantara suami
dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya k&arsatau cacat pada
akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkéhd yang datang
kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersédmit tapat
dilanjutkan®

Definisi tersebut diatas mengandung beberapa katei yang
menjelaskan hakikat dafasakh yaitu® Pertama kata “pembatalan”
mengandung arti bahwéasakh mengakhiri berlakunya suatu yang
terjadi sebelumny&edua kata “ikatan pernikahan” yang mengandung

arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsumgk selanjutnya

% Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawir(amdang-
Undang No.1 Tahun1974Yogyakarta: Liberty, 2004. hal 113.

4 Kamal Muchtar Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinkakarta: Bulan Bintang
1974. hal. 194.

® Abdul Aziz DahlanEnsiklopedi Hukum Islandakarta: PT. Ichtiar Baru, 2003. hal 317.
6
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itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadapytamnya.Ketiga
kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksarsan tempat
dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah |gabReradilan
yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, buktemgat lain.
Keempat kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yalagat
dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena dvaikyang telah
terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan merupakan
alasan terjadinyéasakh yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang
dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang teldanigsung ketahuan
kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pahak.
. Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Reldata

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu mengangdak
sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatkavpnan berarti
menganggap perkawinan yang telah dilakukan selzagativa yang
tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasa)2ZPerkawinan
menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat Hdakubila para
pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawiRambatalan
perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yaegyatakan
bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan diakisah, akibatnya
ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ad

Dalam UU Perkawinan ketentuan mengenai batalnydusua

perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28.
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PasaP?

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihakktida
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawin

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aassdami atau
isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinanmbelu
diputuskan;

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal l@adg-
undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepgartirhukum
secara langsung terhadap perkawinan tersebut, teteqgya setelah
perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirolgngan
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasath naaanya
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawirarg yoaru
dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayatdé®) pasal 4
undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan diajukan kepada Pengadilam da
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan daénipggal
kedua suami istri; suami atau istri.

Pasal 26 ayat 1

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai panhca
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yadgktisah atau yang
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang sisaftapat
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalans ¢geturunan
lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa damsatau isteri.

Pasal 27
1) Seoarang suami atau isteri dapat mengajukan pemaaho

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsaamg
dibawah ancaman yang melanggar hukum.
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2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permaohon
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlaggyan
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri sadai isteri.

Pasal 28

1) Batalnya suatu perkawianan dimulai setelah kepuat&smngadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakaksej
berlangsungnya perkawinan,

2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikat bkédcuali
terhadap harta bersama bila perkawinan pembatalasatkan
atas adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk a dan b sepgnja
merekan memperoleh hak-hak dengan itikad baik gebel
putusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disal
gunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihakgytidak
bertanggung jawab. Jadi Instansi Pemerintah atawbhga lain di luar
Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untekyatakan
batalnya suatu perkawinan. Adapun Pengadilan yamgubsa untuk
membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daédumnya
meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atauedipat tinggal
kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 Utk#&einan).

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Aganga ba
mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umumyhagilainnya
(Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan). Peradilan agadsah proses

pemberian keadilan berdasarkan hukum islam yanganekeadilan di

Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, Dalsistem
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peradilan nasional di IndonesiaPada Pasal 22 UU Perkawinan
terdapat kata “dapat dibatalkan”, sehingga dalammjedResan UU
Perkawinan dinyatakan bahwa pengertian “dapat” ppdaal ini
diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bdaa menurut ketentuan
hukum agamanya masing-masing tidak menentukanJadafi.tegasnya
Pengadilan dalam memutus permohonan pembatalaravpedn ini
harus selalu memperhatikan ketentuan agamanya naareka yang
perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapika
menurut ketentuan agama perkawinan itu sebagaPsatgadilan tidak
dapat membatalkan perkawinan itu.

Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah mamen
syarat dan rukun perkawinan. Sehubungan dengaryagdankawinan,
apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangahaidgp syarat
sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapzdtatkan.
Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinangygelah ada
menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinarsébut dianggap
tidak ada, bahkan tidak pernah ada, dan suamyastig perkawinannya
dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai sisn

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak emesmmi
syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tigaatas pada
syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat gi#egtukan oleh

undang-undang, sementara tidak terpenuhinya syaraj diatur oleh

" zainuddin Ali,Hukum Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), him. 92
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undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidah menurut
hukum agama. Apabila ada penghalang perkawinan nieas
dicegah. Bahkan jika perkawinan terlanjur telahakibhnakan dapat
diajukan pembatalannya. Jadi, apabila suami meakyterkawinan
lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengatalsiri, atau istri
melakukan perkawinan karena dipaksa atau dibawalnzam, atau
suami ternyata telah memalsukan identitasnya, péskawinan tidak
memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukarmgiesnan
pembatalan perkawinan. Sebagai perbandingan, ketemtalam Pasal
85 KUH Perdata menyatakan bahwa kebatalan suakaweran hanya
dapat dinyatakan oleh Hakim. Pembatalan perkawirdarena
dilanggarnya beberapa ketentuan dalam KUH Perdapatddiminta,
baik oleh suami istri sendiri, maupun oleh orarg mereka atau kaum
keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun @atss orang yang
berkepentingan dengan itu, dan oleh Pegawai Penuntum.

Dalam perkawinan rangkap (Pasal 86 jo pasal 27 KUH
Perdata) yang berhak menuntut kebatalan adalah:
1) Suami atau istri dari perkawinan pertama
2) Suami atau istri dari perkawinan kedua
3) Sanak keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
4) Mereka yang berkepentingan

5) Kejaksaan.
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c. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi hukum Islam sebagai sebuah kitab hukumgya
dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juogambahas
permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ifihtdrdalam bab XI
tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang diskAanu secara
lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perleawinlapat
diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahp# tinggal
suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Datalnya suatu
perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agameanpunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak sadnigeungnya
perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasahy&t (1) dan (2).
Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak umhéngajukan
permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagayaagaerdapat
dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai lbierik
1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aaskd bawah
dari suami atau istri.
2) Suami atau istri.
3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan peakaw
menurut undang-undang.
Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui datam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam paraturan
perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam @&sadDalam

praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang tatahketahui
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bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadapapénian yang
cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sgbhaga yang telah
disyari’atkan dalam syari'at Islam, Undang-Undangnir 1 tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berkiasatas
alasan yang dikemukakan, dan dari alasan terseleatbatalan
perkawinan tidak dapat disamakan dengan percelcasena alasan
yang digunakan dalam perceraian tidak sama derlgaarapembatalan
perkawinan. Begitu pula para pihak yang berhak mengkan atau
mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suamisatiosaja.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
a. Ketentuan dalam FikiMunakahat

Fasakhbisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syara
akad nikah diantaranya yaitu setelah akad nikaétdiiui bahwa isteri
merupakan saudara kandung atau bibi dari istetaper, hal ini diatur

dalam Al-Qur'an maupun Hadits yaitu dalam suratMisa’ ayat 23:

JLS>ZNONEHOR S ¢SmO RO
J2AED o OO0 IENHE€IORVOENL
W ER SEINT < IO 1R Ju B2 P8 J2(EL 4N [7ak:Im [RER 4w
Lo 060 JE7HE€OmMEOCRE @0
NELEPDa I €L OO HOO XOF Do
x@Q EBO A @aF RESTEORVOAALL €
AL780% =28 00

> QHE 2522 x0ARA¥OeO
26 CAYOANLeO QORADORDO e I
ALAED * # o BORNG

BEAOA W F RESTEZLBOHXOOI-GO0O
T HE 255 00~> RO (70
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B EAO A wa I REAEG *x ~ o ROTNOG
A2A QRMee O N RNE HeerclRNEAD®
P RNV N HeErcdRERAO BH-LE€EUAE &
JAE5>ZOMEH N AAe O%RY o[X]¢o
RESEZEB * Lo OGO R OxOMERO e
J2>FNEOREGOOM 1IN0 6xEE0 A wa I
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G o TOOY. 00 S-=00~> AXIN
Artinya “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-lakiakan
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertuajgkan
anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari iseing
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur
dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), nmiadak
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu)
istri-istri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan
yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi padasana
lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang®
Fasakhyang disebabkan para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan ditegaskéndalam kitab

Kitab Kifayatul akhyarsebagai berikut:

Jbb).@_sdbj«.cc&;uﬁdtf Ji& el j’}:&‘ﬂé&y

Z - > Ze

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali ddua orang saksi
yang adil, nikah tanpa wali dan dua orang saksiahda
batal?

8 Depag RIAI-Qur'an dan TerjemahnydSemarang: CV Alwaah, 1997)
° Imam Taqyudin Abu Bakar Ibnu Muhammad Khus€itab Kifayatul akhyar Juz,zhim.
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Selain sebab-sebab pembatalan perkawinan di atgsdggat
membatalkan suatu perkawinan adalah perkawinan yang
dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wahg tidak
berhak, sebab wali dalam suatu perkawinan merupbk&om yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang irmak
menikahkannya atau memberi izin pernikahan, sebab adalah
orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah,nikdih yang tanpa
wali adalah tidak sah, sehingga perkawinan yarandgungkan tanpa
wali dapat dibatalkan.

Selain fasakh yang bisa terjadi karena tidak terpenuhinya
syarat-syarat ketika berlangsung akad nikedakhjuga dapat terjadi
karena hal-hal yang datang kemudian setelah ak&ah nidan
membatalkan kelangsungan perkawinan diantaranya pda suami
yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri mas#tap dalam
kekafirannya vyaitu tetap menjadi musyrik, maka akad batal

(fasakb. Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Alefagah:

221):
BHXACQEHC & X Ju
% #BRIO N6 OGN NO X ECOM @I

..... L JIRRN7€1 N©)
Artinya “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita mudyri
sebelum mereka berimarnjAl-Baqgarah:221)

. Ketentuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila tetdsyoatu

perkawinan yang diketahui melanggar hukum Islam dakum
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perkawinan di Indonesia. Di antara beberapa penatyang mengatur
tentang pembatalan perkawinan di Indonesia yaitdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tah@r.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan
perkawinan diatur dalam Pasal 22, 24, 26. DalanalP2& mengatur
tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan, pdaal 25
tentang tempat di mana pembatalan tersebut diajilkBalam pasal
22 mengatur tentang perkawinan itu dapat dibatadiaivila salah satu
pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanaakawinan,
untuk Pasal 24 lebih mengatur tentang larangan apenan,
sedangkan pasal 26 lebih mengatur kepada batalya perkawinan
disebabkan kurangnya syarat administratif dalarkgv@nan.

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Isl#atud
dengan sistematika yang berbeda. Dalam buku 1)(s&mpilasi
Hukum Islam pasal 70 sampai dengan pasal 76 dnugla diatur
tentang batalnya perkawinan. Yang secara terpep@culis jelaskan
sebagai berikut:

Dalam Pasal 70 dan 71 diatur mengenai hal-hal yhpat
membatalkan suatu perkawinan, sedangkan dalam Pasakengatur
hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pendratahanakala
perkawinan dilangsungkan dalam keadaan di ancatipujiatau salah

sangka dan Pasal 73 mengatur mengenai orang-orang ¢apat

1 Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjdakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, him. 146
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mengajukan permohonan pembatalan perkawinan,digstaskan pula
dalam Pasal 74 mengenai cara beracara dalam pemarolpengajuan
pembatalan perkawinan dan mengatur kapan mulaiakerya
keputusan pembatalan perkawinan.

Adapun juga pengaturan akibat hukum dari pembatalan
perkawinan terdapat dalam KHI pasal 75 dan 76 hdakbagai
berikut:

Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku saerbadap:
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari siggami murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-halgade
beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan mpenkan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskamnidgdn hukum
antara anak dengan orang tuafya.

Dari beberapa akibat pembatalan perkawinan yangydier
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ddinpidsal 75
dan 76 di atas, menunjukkan bahwasanya pembatal&kawinan itu
ada dua akibat hukum yakni, berlaku surut dan tiddderlakukan
surut. Pertama, hal yang diberlakukan surut dalanpembatalan
perkawinan adalah dari waktu pembatalan perkawitansendiri
diberlakukan surut yang artinya perkawinan tersebahggap tidak

pernah terjadi.

1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesiap. cit,him. 27.
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Sedangkan akibat hukum pembatalan perkawinan yedggk
yakni tidak diberlakukan surut dalam hal ini ad&drapa poin, yang
pertama adalah anak-anak yang dilahirkan dari perlea tersebut,
meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akimakumnya
jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsdraginanak-
anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengamnikian jelaslah
pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadgapssanak yang
telah mereka lahirkan. Kedua, akibat hukum pemaatalerkawinan
diberlakukan surut terhadap suami atau isteri yangtad hal itu
diatur dalam KHI. Dan yang ketiga antara KHI dardamg-undang
perkawinan maknanya sama yaitu, pihak ketiga sapgnmereka
memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebekeputusan
pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetag. Dan
akibat hukum yang keempat diatur dalam undang-umngankawinan
pasal 28 (b) suami atau isteri yang bertindak dengtkad baik,
kecuali terhadap harta bersama bila pembatalarapérn didasarkan
atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

3. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan
Perkawinan merupakasunatullahyang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupuorbuh-
tumbuhan. Selain itu dengan perkawinan seseoraag ekpelihara dari

kebinasaan hawa nafsunya. Sebagaimana Sabda Res&ailv:
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& 4 4G
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Artinya : “Hai pemuda-pemuda, barang siapa dirankamu yang m/ampu
serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah diaikaie
Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukka
pandangan mata terhadap orang yang tidak hald&lathlya,
dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Daandpar
siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia pkasana
dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan
berkurang.”(Muttafakun "alaih}?

Namun dalam perkawinan terdapat syarat-syarat aags
terpenuhi di mana perkawinan dapat dicegah apabdapihak yang tidak
memenuhi syarat-syarat perkawinan namun apabilkaparan tersebut
terlanjur dilaksanakan dan diketahui terdapat $ygrarat yang tidak
terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalRéantara beberapa
sebab pembatalan perkawinan telah diatur di dal&mh imunakahat
maupun hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam figih munakahat dijelaskan beberapa sebab-sebab
terjadinyafasakh Fasakhbisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-
syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karakhai lain yang datang
kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan
a. Fasakhkarena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketieal anikah

1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istegrupakan

saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.

12 |mam Tagyudin Abu Bakar Ibnu Muhammad Khus¢itab Kifayatul akhyar Juz,zhim
37
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2) Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akadmikah selain
ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa iaalberh
meneruskan ikatan perkawinannnya dahulu atau maingaja.

b. Fasakhkarena hal-hal yang datang setelah akad

1) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar ldiam dan
tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya bétedakh)
karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetsfgri masih tetap
dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, snakadnya
batal fasakl. Lain halnya kalau isteri orang ahli kitab, maka
akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawematengan
ahli kitab dari semulanya dipandang $&h.

Hukum perkawinan di Indonesia menyatakan bahwasanny
perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalloleh
pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab tgajgombatalan
perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinafedua
pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contolampest misalnya
tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidhkadiri para saksi
dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedotohnya
adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancanejadi salah

sangka mengenai calon suami dan isteri.

'3 Slamet Abidin dan AminuddjnFigih Munakahat 2(Bandung: Pustaka Setia, 1999),
him. 73

¥ Aminur Nuruddin, Azhari Akmal TarigatHukum Perdata Islam di Indonesi@lakarta:
Kencana, 2004), him.107
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Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan di daladang-
undang perkawinan no.1 tahun 1974 adalah sebaghiibe
Pasal?2

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihakktida
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawin

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirslgngan
salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasaih naalanya
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawirearg ybaru
dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayatdé®) pasal 4
undang-undang ini.

Pasal 26 ayat 1

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai panca
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yadgktisah atau yang
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang sisaftapat
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalans ¢geturunan
lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa damsatau isteri.

Pasal 27

1) Seoarang suami atau isteri dapat mengajukan pemaaho
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilandgsamg
dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pernanohon
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlaggyan
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri sadai isteri.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang bkiksi
sebagai penggugat dalam perkara pembatalan pedaadalah:
Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
d. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aassdami atau
isteri;
e. Suami atau isteri;
Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinanmbelu
diputuskan;

o
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g. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 1éadg-undang ini
dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukecars
langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hassta@lah
perkawinan itu putus.

Dan dalam pasal 25 diatur mengenai tempat untuk

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan a@alahohonan
pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadildamdalaerah
hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di &ntimggal

kedua suami isteri, suami atau isteri.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan

perkawinan dimuat di dalam pasal 28 ayat 1 seldag@kut, batalnya
suatu perkawinan dimulai setelah keputusan persgaditempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak sadnigsungnya
perkawinan'’
Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang legise
alasan batalnya suatu perkawinan yakni di BAB Xi.d@lam pasal 70
dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) g@ab
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak bemekkukan akad
nikah karena sudah mempunyai empat orang istekglipan salah
satu dari keempat isterinya itu daladdahtalakraj'i .

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernakuliijaiga talak
olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pemahikah dengan pria
lain yang kemudian bercerai ladgg’da al dukhuldari pria tersebut dan

telah habis masddamya.

!5 YU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 19@@)Xit him. 9-10
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c. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyaungan
darah semenda dan sesusuan sampai derajat tegra@gtunenghalangi
perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 748&4 yaitu:
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatbatau ke

atas;

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyampaig
antara saudara orang tua, dan antara seorang desagaiara
neneknya;

3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, mandah ibu
atau ayabh tiri;

4) Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan,sasaguan,
saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;

5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi k@menakan
dari isteri atau isteri-isterinya.

Selanjutnya pada pasal 71 dijelaskan bahwa suakawman
dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Petagadigama.

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketamasih menjadi
isteri pria lain yang mafqud.

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih daldah suami lain.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinamagsehana

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tabud.
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e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksamadleh wali
yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Pasal 72

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan perabapsrkawinan
apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaraag ynelanggar
hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pernaohpembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya pénkawterjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suamisiéai

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat
membatalkan perkawinan adalah:
Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan per&awdalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke aaskd bawah dari
suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan peakamenurut
undang-undang;

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahuiyadzacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam paraturan
perundang-undangan sebagaimana tersebut pasal 67.

Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan peri@wbunyi
pasal Kompilasi Hukum Islam sama dengan undangamparkawinan.
Pasal 74 ayat 2
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputugsmgadilan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlakwak segaat
berlangsungnya perkawinah.

*Depag RIKompilasi Hukum Islam di Indonesidakarta: Fokus Media, 2007, him. 25-26.



38

Jelaslah bahwa KHI secara eksplisit mangandungpéuagertian
pembatalan perkawinan yaitu, perkawinan batal derkum seperti yang
termuat pada pasal 70 dan perkawinan yang daphatdikan (relatif)

seperti yang terdapat pada pasal 71.

B. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum
1. Pengertian Bantuan Hukum
Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang

tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertianpge bantuan
hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cume kepada klien
tidak mampu’ Dengan mengutip pendapat dari K. Smith dan D.hKee
Santoso Poedjosoebroto sebagaimana dikutip Soerj&oekanto,
berpendapat bahwa bantuan hukum aliegal aid diartikan sebagai
bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian niakiltlaum, maupun
yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang bapgrkara) yang
diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonomissghingga ia tidak
dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorangbgia atau
pengacara®

2. Jenisjenis Bantuan Hukum

" AgustinusEdyKristianto dan Patra M. ZeRanduan Bantuan Hukum di Indonesia:
Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan MasalduuJakarata: YLBHI, 2008), him
33.

'8 Soekanto, SoerjondBantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yurididakarta:Ghalia
Indonesia,1983), him. 21.
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Jenis-jenis bantuan hukum menurut Schuyt, Groejierdin

Sloot sebagaimana dikutip SoerjonoSoekanto, ma&ksahbya dibedakan

antara lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:

a.

Bantuan hukum preventif gfeventive rechtshulp yang merupakan
penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga rakayéuas.
Bantuan hukum diagnostik diagnostic rechtshulp yaitu pemberian
nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasiimu

Bantuan hukum pengendalian konfldo(flictregulerenderechtshulkp
yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untekgatasi
masalah-masalah hukum kongkrit secara aktif (catgésis bantuan
hukum semacam ini yang lazim dinamakan “bantuanuimikbagi

warga masyarakat yang kurang atau tidak mampuaekanomis.

. Bantuan hukum pembentukan hukumachtsvormenderechshyglgang

intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yafghl tegas, tepat,
jelas dan benar.

Bantuan hukum pembaruan hukunre¢htsverniewenderechtship
yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pemblankam

melalui hakim atau pembentuk undang-undang (datérmateriel)**

Di atas sudah dijelaskan tentang jenis-jenis bantukum yang

bervariasi. Sedangkan jenis bantuan hukum di Inslarsebagai berikut:

a. Bantuan hukum konvensional; tanggungjawab moral pumau

professional para advokat, sifatnya individual, ifpaerbatas pada

¥1bid, him. 26-27
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pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukunrupbe
pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.

b. Bantuan hukum konstitusional; bantuan hukum untuksyarakat
miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usahatdman yang
lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pergadBerorientasi
pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan padsip-
prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalahd#an dalam
kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subykkmhiyang
mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Skfaf, tidak
terbatas pada individu dan tidak terbatas forngalle

c. Bantuan hukum struktural; bantuan hukum bukanlatkadsar
pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapiupakan
sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna penarebesyarakat
dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosialndaudaya yang sarat
dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahnaasgarakat
miskin tentang kepentingan bersama mereka; adargrageptian
bersama di kalangan masyarakat miskin tentangmexlkepentingan-
kepentingan mereka dilindungi oleh hukum; adanyagpt@huan dan
pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentangh&laknereka
yang telah diakui oleh hukum; adanya kecakapankeéamandirian di
kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hddn

kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyafakat.

2 AgustinusEdyKristianto dan Patra M. Z&p.Cit, him. 46
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3. Tujuan Bantuan Hukum

Tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalbhgaemana
yang tercantum dalam anggaran Dasar Lembaga Bahtulanm (LBH)
karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup Kagiayang lebih
luas dan lebih jelas arahannya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang
membutuhkannya;

2. Mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dembima
kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;

3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan petsdrukum
di segala bidang.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum gsefveana
yang terdapat dalam Anggaran Dasar LBH tersebuattidp diketahui
kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarksemata-mata
didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiak memberikan
pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih Iyagu meningkatkan
kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga makekamenyadari
hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negapadsid. Bantuan
hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaédraikan hukum
agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan ikughgerubahan
keadaan meskipun motivasi atau rasional daripadabeean bantuan

hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaksazaman, namun
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ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehinggapakan satu benang
merah, yaitu dasar kemanusiahaorfanity.
4. Konsep Bantuan Hukum

Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dimulaak sej
berabad-abad yang lalu. Pada masa Romawi, pembaaisnan hukum
oleh seseorang hanya didorong oleh motivasi untugndapatkan
pengaruh dari masyarakat. Keadaan tersebut rdlatiibah pada abad
pertengahan dimana bantuan hukum diberikan karetemya sikap
dermawan ¢harity) sekelompok elit gereja terhadap para pengikuthya.
Pada masa itu belum ada konsep bantuan hukum wdag Bantuan
hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang harusiaite oleh semua
orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak barggrkepada konsep
patron?” Kemudian pandangan tersebut bergeser, bantuarurrhytng
semula konsepnya berdasarkan kedermawanan daratsoinpberubah
menjadi hak semua orang.

Sejak terjadi revolusi Perancis dan Amerika, konsepmua
bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas.b&&n bantuan
hukum tidak semata-mata didasarkan pedarity terhadap masyarakat
yang tidak mampu, akan tetapi kerap dihubungkangalenhak-hak

politik.”Dalam perkembangannya hingga sekarang. Konsep arantu

2T, Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktyraét.1, (Jakarta: LP3ES,
1996), him 1.

“Menurut Kamus Besar Indonesia, Patron berarti:;pdla, 2. suri (teladan). Lihat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan K&mus Besar Indonesiadisi I, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1991).

% Nasution,Bantuan Hukumop. cit him 3.
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hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negasajabteraanwelfare

statg, dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk neikén

kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dkkas sebagai
salah satu program peningkatan kesejahteraan raleyatama dibidang
sosial politik dan hukum.

Dari perkembangan pemikiran konsep bantuan hukuseliat
timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikepada anggota
masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artilkeigyberjudul Legal
Aid: modern themes and Variations $eperti yang dikutip oleh Soerjono
Soekanto membagi bantuan hukum kedalam dua modgly pantuan
hukum model yuridis-individual dan bantuan hukumdeidkesejahteraan.
Menurut Cappeletti dan Gordley, bantuan hukum ysHiladividual
merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakauk
melindungi kepentingan-kepentingan individunya. aRehnaan bantuan
hukum ini tergantung pada peran aktif masyarakangynembutuhkan
dimana mereka dapat meminta bantuan pengacara efandian jasa
pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh aegar

Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikaagaiebuatu
hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian daangka perlindungan
sosial yang diberikan oleh suatu negara kesepdmefvelfare statg
Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian daarhabsial diperlukan
guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinanare@ itu

pengembangan sosial atau perbaikan sosial selahjadiebagian dari
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pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peramanggag intensif
diperlukan dalam merealisasikannya, karena negarmapgunyai kewajiban
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganghingga
menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh merkemenuhan hak-
hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalanbeeian bantuan
hukum kepada warganya.

Pengembangan dari konsep individual perlu dipenigitan
karena dalam pola apapun, selama memenuhi kasthtedasar, yaitu
diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orayang
membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yandeftiebelit atau
tidak membebani klien), dan tidak digantungkan paeésar kecilnya
reward yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa mmuk@ang
diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukWalaupun
disamping sifat Cuma-Cuma terdapat pula perbedaadgikatan dalam
melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hal Thi Mulya Lubis
menyatakan pendekatan advokat bercirikan: (1) iddai, (2) urban
(perkotaan), (3) pasif, (4) legalistik, (5) gerakawkum (egalmovement
(6) persamaan distribusi pelayanaagyal distribution of servicgs
Sedangkan pendekatan seorang pembela umum (dktiaisaid) adalah:
(1) struktural (kolektif), (2) urban-rural, (3) @kt(4) orientasi legal dan

non-legal, (5) gerakan sosiabCial movemet(6) Perubahan sosial.

C. Bantuan Hukum Dalam I slam
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Bantuan Hukum menurut Hukum Islam tidak dijelasksecara
terperinci atau secara spesifik, di dalam pringjanh bantuan hukum itu
sendiri untuk membantu dalam hal kebaikan dan aeghtifitas manusia
dalam memenuhi kebutuhannya dan bisa berjalan detegab dan teratur,
tidak saling serang dan berbenturan yang pada rgkhiakan terwujud
kebaikan bersama atau sering disebaslahah’ammafh’

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang umdnmkian
biasanya diberikan kepada seseorang advokat aasg gang sudah terdidik
dan terlatih. Di dalam Islam telah diatur tentaggrat-syarat dan ketentuan
untuk seseorang bisa menjadi hakim di pengadilah,irfi dibahas dalam
berbagai sumber seperti dalam kitab-kitab figh,itsadan tafsir. Dan tujuan
utama dalam penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan dalam
masyarakat, untuk menjamin kehidupan yang tertib alman yang menjadi
kebutuhan dasar manusia. Dalam ajaran Islam tugasnénegakkan hukum
dan keadilan ini merupakan tugas pokok diturunkanmgalah Islam, ajaran
islam sebagai rahmat bagi alam semesta dan barlginithukum yang
mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik iy@ngangkut kehidupan
ibadah maupun hukum muamalah.

Hukum tidak ada gunanya apabila tidak ditegakkamgde benar,
hukum juga dibuat untuk ditaati dan ada sanksi lpagg melanggar hukum
tersebut. Karena manusia diciptakan oleh Allah gabaakhluk‘makhallul

khata’ wannisyan; manusia tempatnya salah dan lupa, termasuk ngdang

2 Nur Khoirin, Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilalam
(Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 20h2). 61
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hukum. Di dalam lingkup keadilan Islam, keadilan gendiri adalah satu
pokok ajaran Islam setelah tauhid. Dalam Al-Quikeadialan ada tiga, yaitu
al-‘adl, al-gisth, dan al-mizan Al-‘adl berarti sama, memberi kesan adanya
dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihdlkt akan terjadi
‘persamaan’.

Keadilan mengandung beberapa makna, yang antawadsagan
yang lainnya merupakan sinonim. Akan tetapi juga bdberapa perbedaan
dalam konteks aplikasinya. Makna keadilan itu senaitara lain sama,
seimbang, memperhatikan hak-hak orang, dan adg gamisbahkan kepada

sifat llahi.

D. Tinjauan Umum Tentang Advokat
1. Pengertian Advokat

Terdapat berbagai istilah bagi mereka yang pekamjza (job),
atau mereka yang karena profesinya memberikanhjalksam, pelayanan
dan bantuan hukum serta nasehat hukum kepada pkeadian di badan
peradilar’®®

Kata advokat secara etimologis berasal dari balatéissadvocare
yang berartto defend, to call to one, said to vouch or war&#dangkan
dalam bahasa Inggraalvocateberarti:to speak in favour of or depend by

argument, to support, indicate, or recommendedipybf

% MartimanProdjohamidjojo,Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia (Latar
Belakang dan SejarahnygJakarta: Ghalia Indonesia, 1989), him.5.

% Frans Hendra Winartédvokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatin@akarta:
Sinar Harapan, 1995), him. 19
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Secara terminologis, tedapat beberapa pengertiaokad yang
didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi,ap@tan dan perundang-
undangan, yang pernah ada sejak masa kolonial disggarang, antara
lain:

a. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya, untoielakukan
tindakan hukum berdasrkan surat kuasa yang diberikentuk
pembelaan atau penuntutan pada acara persidargarbettacara di
pengadilan.

b. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAl), sebagawmayang
tercantum dalam Bab | Pasal | ayat (1), anggaraarddAl, advokat
didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacaengacara
praktik, dan para konsultan hukuh.

c. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahud 188tang
Undang-undang hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:
“seorang penasehat hukum adalah seseorang yangnuiensyarat
yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undamigk
memberikan bantuan hukum.”

d. Dalam Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003, jhadtbal, Pasal
| ayat (1), disebutkan bahwa:

“advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hykaik di dalam
maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyalaetasarkan

keterangan Undang-undang ini.”

2 Yudha PanduKlien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masai, Kin

(Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001), him. 11
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilakukdmvh advokat
merupakan profesi yang memberikan bantuan jasa nhulkepada
masyarakat atau yang kemudian dikenal dengan seklita, baik secara
litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan #tiak mendapatkan
honorarium fee).

Dalam praktiknya terkadang terdapat banyak munstilai-
istilah, yang dipakai di Indonesia sesuai dengararpenasing-masing,
misalkan advokat, pengacara praktik, penasehatrhukansultan hukum,
dan sebagainya. Akan tetapi walaupun dari secatitahisterdapat
pembedaan, senyatanya tidak terdapat perbedaarsi,fuyakni untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan hukum serta a@elfaglitator
untuk membantu menyelesaikan sengketa diantarskeere
. Hak dan Kewajiban Advokat

Panggilan sebagai advokat atau penasehat hukumpakam
panggilan yang luhur dan muli@Dfficium Nobilg. la adalah seorang
bapak bagi tersangka atau terdakwa yang hendakumadtkan isi hatinya,
seorang anak kepada ayahnya. la adalah guru tetapngka dan
terdakwa yang meminta pendapat, petuah serta p&hyg. la seorang

psikolog bagi penderita gangguan mental. la ad@lahegak hukum
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yangtelah diteguhkan dengan pengangkatan pemerirdapartemen
Kehakiman serta sumpah jabafin.

Pekerjaan advokat atau penasehat hukum adalah jgmaker
kepercayaanla sebagai kuasa hukumnya harus menyimpan rahasia d
klien serta informasi yang diberikan kepadanya, lpemtahuan yang
konfidensial dan sumber berita. Karena pekerjaarsg@rang advokat
mempunyai sifat yang luhur dan mulia, maka apaképadanya datang
seorang yang tidak mampu dan miskin untuk membeticantuan secara
Cuma-CumaRrodeq.*

Dengan demikian sifat dan tugasnya, berada dalangrulan
lingkup perikemanusiaan. la melakukan dan memberidantuan hukum
dengan tidak pamrih semata-mata dari segi mat@uahg), namun ia
mempunyai jiwa sosal, welas dan asih, sehinggarash‘ringan tangan”,
tanggap terhadap keadaan masyarakat.

Advokat atau penasehat hukum harus dan wajib dibelai
rumah gan thuis uif, yakni suatu sifat kekebalaimmunita3 terhadap
segala perbuatan dan ucapan-ucapan (lebih pdgdbi), yang dilakukan
demi kepentingan pembelaan. Di samping itu, teftdppenyataan yang
mengatakan bahwasannya, dalam rangka pembelaasebiedng pembela
adalah sama dengan hak terdakwa yang dibelanya&n&aseorang
terdakwa yang menunjuk seorang sebagai kuasa hakaumadvokatnya,

harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pambel

% | uhut PangaribuanAdvokat and Contemt of Court-Proses di Dewan Keltam
Profesi (Jakarta; Djambatan, t.t), him.4.
29 MartimanProdjohamidjojo, Op. Cit., him. 18
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Seorang advokat atau penasehat hukum berkewajilbdéuk u
menjalankan berbagai disiplin, yakni:

a. Kode etika profesi, yang merupakan sebagain etikaunn, yang
menurut seorang penasehat hukum, berbudi luhurg Yeerkenaan
dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinyd. Kedhidupan
pribadi dan tugas tidak dapat dipisah-pisahkann alaapi, dapat
dibedakan, laksana daun sirih yang mempunyai “dukeai) dalam arti
adavoorz ijdedanachterzijde®

b. Kode Etika Peradilan Profesi, yang merupakan tengsatgaduan
berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakaiekan penasehat
hukum, yang melanggar kode etika profesi.

c. Disiplin saling hormat-menghormati sesama peneggdimm, terhadap
hakim, jaksa, polisi serta badan-badan peradilan Hekuasaan
eksekutif maupun kekuasaan legislatif.

d. Disiplin terhadap diri sendiri, artinya harus meeg teguh ikatan-
ikatan dan janji-janji. Misalnya, seorang rekan @dt telah berjaniji
akan datang kepada advokat lainnya, atas namanigheruntuk
melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranyak tiperlu
dieksekusikan, maka jika pengertian yang demikida, germintaan
eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara wakbenunggu

pembayaran.

%0 bid, him. 38
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e. Disiplin kebebasan, yakni bahwa seorang advokah g@@nasehat
hukum, dalam membela suatu perkara tidak selalungmhkeati”
pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasaffiekta dan
hukum. Undang-undang, hati nurani dan keyakinan uimuk
(‘ainulyaqin), yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh kaitena
tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jamikapada
kliennya3*

Dari hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahweosasg yang
terpanggil untuk menjalankan profesi hukum, padaummya harus
mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menkaanprofesi atas
dasar kejujuran, serta bertakwa kepada Tuhan Y aattpNEsa.

. Tugasdan Fungsi Advokat

Tugas merupakan kewajiban, sesuatu yang wajib ukkak atau
ditentukan untuk dilakukan. Berbicara mengenai sugdvokat berarti
sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam loeegikan jasa hukum
kepada masyarakat atau kliennya. Oleh karenangearsg advokat dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada alegangadilan,
klien, dan pihak lawannya. Adapun tugas dan wewgrmalvokat menurut
JeremiasLemek dibagi menjadi tiga, yaR&rtama,membela kepentingan
kliennya. Dalam membela kepentingan Klien, baikgybersifat konsultasi
(posisi sebagai konsultan) maupun di pengadilavmokat bukan saja mau

membela klien yang posisinya benar akan tetapi pagas membela klien

31 1bid, him. 19
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yang secara kasat mata salah, namun kerap kajaldimak oleh orang
lain soal haknya, harga dirinya, martabat manusiadgn juga materinya.

Kedua,sebagai konsultan dari masyarakat, yaitu seorangkad
yang hidup di tengah masyarakatnya, senantiasapaedaungkin
menunjukkan sikap-sikap yangorrect dan sportif. Setiap persoalan
hukum yang memintakan penjelasannya atau nasihaagiapat mungkin
ia bisa menjelaskan atau menyelesaikan dengan.b8aarang advokat
sangat tidak dibenarkan oleh kode etik dan mordapanumnya, untuk
memberikan nasehat-nasehat yang menyesatkan atagioroeg orang
untuk berbuat yang bertentangan dengan norma-n&emeasyarakatan.
Apalagi bertindak sebagabuble makersangatlah tidak diperbolehkan.

Dalam menjalankan tugas sebagai konsultan masyanaikah,
seorang advokat mengemban tugas sosial kemasyamak&alam
menjalankan tugas kemasyarakatan itu, seorang at\btuntut untuk
menguasai ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya. Kareanya dengan itu,
ia mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan akan
diajukan kepadanya.

Ketiga, mengabdi kepada hukum. Dalam menjalankan tugasnya
mengabdi kepada hukum, seorang advokat harus bismberikan
konstribusinya secara nyata terhadap pembangunanrhdi negeri ini.
Kontribusi itu bisa berupa pemikiran-pemikiran p@dinya melalui
tulisan-tulisan atau karangan ilmiah, atau beruwp@abg&ngan pemikiran

secara organisatoris, berupa seminar, diskusisgiaacamnya.
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Tantangan yang dihadapi profesi hukum (Advokat) asawini
adalah meningkatkan partisipasinya dalam rangka pr@mosikan
mediasi sebagai salah satu bentuk pilihan AD¥Re(native Dispute
Resolutiop dan memberikan pelayanan dengan standar tinggi di
bidangnya, tidak hanya untuk keuntungan klien, piejaga memberi
peluang bagi reputasi Advokat itu sendiri sebageiyplesai sengketa di
dalam masyarakat. Disamping itu seorang Advokat jugempunyai
fungsi untuk berusaha mendekatkan perbedaan yaagdiaditara para
pihak yang bertikai, karena Advokat telah menjashyelesaian sengketa
baik melalui lembaga tradisional, forum-forum resmiau dengan
membantu klien menyelesaikan sengketa di luar gblaga Seyogyanya
Advokat melihat hal itu sebagai tugas mereka unmekcari penyelesaian
awal suatu sengketa diluar sistem pengadilan defod@is mencapai hasil
yang terbaik bagi klien mereka. Inilah tugas awalap Advokat dalam
mediasi®?

Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat saraphiirs,
masih banyak mengandung unsur salah paham, masiylalbayang
menganggap bahwa tugas advokat hanya membela @atkpengadilan
dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha &egjarhadapan
kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Padags@ekerjaan advokat
tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup sig@n diluar pengadilan

yang bersifat non litigasi.

%2Badan Arbritase Nasional Indoneskttp://www.bani-arb.org di akses tanggal 17
September 2012.
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Adapun tugas seorang advokat bukanlah merupakaerjpak
(vocation beroep akan tetapi lebih merupakan sebuah profesi. iéare
profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomisgylerorientasi hanya
untuk mencari nafkah, akan tetapi lebih dari itnmpunyai nilai social
yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi &dvaikenal sebagai
profesi yang mulia @fficium Nobilg, karena mewajibkan pembelaan
kepada semua orang tanpa membedakan latar belaieasngyarna kulit,
agama, budaya, social, keyakinan dan lain sebagainy

Tugas seorang advokat sendiri adalah membela kepant
masyarakatgublic defendérdan kliennya. Keberadaan seorang advokat
dibutuhkan ketika seseorang atau lebih anggota analsyt menghadapai
suatu masalah atau problem dibidang hukum. Sebehanjalankan
tugasnya, ia harus bersumpah terlebih dahulu sdengan agamanya dan
kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankaastyg, ia juga
harus memahami kode etik advokat sebagai landasgad.m

Bagaimanapun tugas seorang advokat dalam membejalsan
hukum masyarakat tidak terinci dalam uraian tugesmena seorang
advokat bukanlah seorang pejabat negara sebagakspebh hukum,
sebagaimana polisi, jaksa, dan hakim. la meruppkafiesi yang bergerak
dibidang hukum, untuk memberikan pembelaan, pentdegap, dan
menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. lebdissebagai benteng

hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fupgsin
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Fungsi merupakan unsur yang tidak dapat dipisakleantugas,

di mana berkaitan dengan pekerjaan atau profesy yksandang oleh

seorang advokat, karena keduanya merupakan systgm yang saling

mendukung, dan dalam menjalankan tugasnya, seaadugkat harus

berfungsi:

a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia

b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam nebakum
Indonesia

c. Melaksanakan kode etik advokat

d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka meregdkikum,
keadilan dan kebenaran

e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealismea(rkeadilan dan
kebenaran) dan moralitas

f.  Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai feso terhormat
(Officum Nobilg

g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasarajdt, dan
martabat advokath.

h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokahadep
masyarakat

I. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kodedtdkat

j.  Membela klien dengan cara jujur dan bertanggunglaw

k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahngmyerugikan

masyarakat
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Memelihara kepribadian advokat

. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agaai sesigan wadah
unggal organisasi advokat

. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengaartesejawat
antara sesama advokat yang didasrkan kepada lejujkerahasiaan,
dan keterbukaan, serta saling menghargai dan meayaer

. Memberikan pelayanan hukutegal servicg

. Memberikan nasehat hukuegal advicé

. Memberikan konsultasi hukumggal consultatioh

Memberikan pendapat hukuhegal opinior)

. Menyusun kontrak-kontrak€gal drafting

Memberikan informasi hukumegal informatior)

. Membela kepentingan klieffit{gation)

. Mewakili klien dimuka pengadilanggal representation

. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepé&gatrigmah

an tidak mampulégal aid).

Berdasarkan rumusan diatas, seorang advokat dalembeta,

mendampingi, mewakili, bertindak dan dalam menuwraikugas dan

fungsinya, arus selalu mempertimbangkan hak sexteajban terhadap

klien pengadilan, diri sendiri, Negara, sebagaimpgudan untuk mencari

kebenaran dan menegakkan keadilan.

Di samping itu, profesi advokat akan dipandang anutii

masyarakat, apabila dalam menjalankan tugas dafespmga sebagai
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seorang pemberi jasa, mampu memenuhi keinginan tEtutan

masyarakat yang membutuhkan, secara maksimal.

¥ Rahmat Rasyadi,oc. Cit, 85



